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Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di 
Polres Sampang termasuk dalam peranan normatif dan  faktual.  Peran normatif 
dilaksanakan dengan peraturan perundang- undangan, khususnya Undang-
Undang Kepolisian dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan 
faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak  yang melakukan 
tindak pidana dengan  cara  menyediakan  penyidik khusus anak, melaksanakan 
penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan 
suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan 
upaya paksa dengan berpedoman pada Undang- Undang Sistem Peradilan Anak. 
Penyidikan terhadap anak diwujudkan  penyidik dengan cara penyidikan secara 
kekeluargaan, tidak berpakaian dinas dan tidak menekan anak.  
Kata kunci: anak, penyidikan, polisi 
 
Abstract 
The role of investigators in investigating crimes committed by children in 
Sampang Regional Police is included in normative and factual roles. The 
normative role is carried out with legislation, specifically the Police Law and the 
Child Criminal Justice System Act. The factual role is carried out based on the 
facts regarding the existence of a child who commits a crime by providing a child-
specific investigator, carrying out an investigation in a special examination room 
for children, carrying out investigations with a family atmosphere, requesting a 
social research report, carrying out forced efforts based on the Juvenile Justice 
System Act . Investigation of children is carried out by investigators by means of a 
family investigation, not in official service and not pressuring children. 
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PENDAHULUAN 
Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu 
anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.1 
Secara ideal anak tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya, namun pada 
kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga harus 
mendapat penanagan dan perlindungan secara khusus, meskipun mereka 
melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya pemerintah dalam 
melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan memberlakukan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, namun dalam 
                                                          
1 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21 
2 
 
pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Sebagai gantinya undang- 
undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang- 
undang ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan 
restoratif  dan  diversi,  yaitu  untuk  menghindarkan  anak  dari  proses  peradilan, 
sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya. 
Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di 
Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak 
masih di bawah umur,  maka proses penegakan  hukum dan  pemidanaan  yang 
diterapkan  kepada  anak  dilaksanakan  secara  khusus,  mengingat  usia  mereka 
masuk dalam kategori di bawah umur.2 
Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus 
karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Di dalam sistem 
peradilan pidana anak, terkait penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, 
dan petugas pemasyarakatan anak. Tujuan peradilan anak untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak, kepastian hukum menjamin perlakuan dan tindakan yang 
diambil, tidak mengabaikan masa depan anak dan dan tetap menegakkan wibawa 
hukum demi keadilan. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang walaupun 
pernah melakukan tindak pidana tetap dipertimbangkan masa depannya.3 
Sesuai dengan aturan di atas, dapat diidentifikasi bahwa dalam hal 
menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, 
maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya 
sebagai anak dengan  semua  sifat  dan  ciri-cirinya  yang  khusus,  dengan  
demikian  orientasi adalah   bertolak   dari   konsep   perlindungan   terhadap   
anak   dalam   proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep 
kejahteraan anak dan kepentingan   anak   tersebut.   Penanganan   anak   dalam   
proses   hukumnya memerlukan  pendekatan,  pelayanan,  perlakuan,  perawatan  
serta  perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan 
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.4 
      Perlindungan   anak   pada   dasarnya   merupakan   suatu   bidang   
pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi 
anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat 
Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang 
berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan 
memantapkan pembangunan  nasional.  Akibat  tidak  adanya  perlindungan  anak  
akan menimbulkan  berbagai  fenomena  sosial  yang  dapat  mengganggu  
penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.5 
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 
                                                          
2 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Bandung: Mandar Maju, 2009). hlm. 43 
3 Maidin  Gultom.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Anak  di 
Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2014). hlm. 28 
4 Ibid, hlm. 44 
5 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: 
Gramedia Widiaksara Indonesia, 2006). hlm. 32 
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penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan  untuk   
mempelajari  hukum  dalam  kenyataan  atau  berdasarkan  fakta yang didapat 
secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat 
penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 6 
Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang merupakan data 
yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan 
wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 
penelitian. Analisi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu 
menguraikan hal-hal yang bersifat  khusus  lalu  menarik  kesimpulan  yang  
bersifat  umum  sesuai  dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.7 
 
PEMBAHASAN 
Terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan 
reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum. 
Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum 
pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari 
berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan 
kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada 
hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan 
reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai  nilai-nilai  sentral  sosio-politik,  
sosio-filosofik  dan  sosio-kultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  
kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di 
Indonesia. 8 
Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan  
dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 
sidang Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Selama 
proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum. 
Kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana diantaranya adalah pelaksanaannya yang belum 
maksimal, karena kurang baiknya aparat penegak hukum dalam penanganan 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seperti melakukan intimidasi dan 
menekan anak dalam proses penyidikan. 
Selain itu masih ada proses penyidikan terhadap anak yang dilaksanakan 
tanpa pendampingan penasehat hukum maupun orang tua dari si anak tersebut. 
Contohnya adalah penyidikan oleh penyidik Polres Sampang terhadap anak FYR 
(17 tahun) yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan (Curanmor ). 
Penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana, haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka (6) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
mengatur bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian  yang adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada 
                                                          
6 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta. 1986). hlm. 5 
7 Ibid, hlm. 112 
8 Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. 
http://www. hukumonline. com/artikelperlidungananak_html 
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keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal ini tentunya akan berpengaruh 
terhadap cara penanganan kasus anak. Dengan adanya Undang- Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu,   maka   para   penyidik   
yang   menangani   kasus   Pidana   Anak   harus memperlakukan anak-anak yang 
berkonflik dengan hukum secara berbeda dengan pelaku dewasa. Karena masih 
adanya penyidik Polri di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan  Anak)  yang  
ada  belum  sepenuhnya  memiliki  perspektif  yang sama dalam menangani kasus 
anak yang berkonflik dengan hukum, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam 
tentang peran penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak. 
Salah satu peran pihak Kepolisian di dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan memberikan perlindungan 
hukum dari bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak 
sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari 
berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga  
berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas 
jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak 
atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik 
di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. 
Menurut Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
 Penyidikan    dilakukan    untuk    mencari    serta    mengumpulkan    bukti-
bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun 
sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang 
sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa 
tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum 
berpendapat cukup alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang 
pengadilan untuk segera disidangkan. Terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan 
yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat 
dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta 
bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini 
mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan 
pada pekerjaan di sidang pengadilan. 
Penyidik Anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. 
Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur 
dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: 
a.    telah berpengalaman sebagai penyidik; 
b.    mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan  
c.    telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak 
Tujuan dari pasal tersebut ialah demi melindungi hak anak dan 
menghindarkan anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana   Anak,   penyidikan   terhadap   anak   yang   melakukan   
tindak   pidana seharusnya  ditangani  oleh penyidik  anak  yang  memenuhi  
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persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012   tentang   Sistem   Peradilan   Pidana   Anak   tersebut,   
dan   penulis   ingin mengetahui  penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak di  Polres Sampang  termasuk  penyidik  khusus  anak   
yang  telah memenuhi kritera dalam Pasal 26 Ayat (3) atau belum, hal tersebut 
penting sebab dikhawatirkan penyidik anak yang belum memenuhi kriteria dalam 
Pasal 26 Ayat (3),  melaksanakan penyidikan terhadap anak yang tidak dengan 
amanat Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
di Polres Sampang  termasuk  dalam  peranan  normatif  dan  faktual. Peran  
normatif  dilaksanakan  dengan  peraturan  perundang-undangan, khususnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  
Peradilan  Pidana  Anak.  Peranan  faktual  dilaksanakan  berdasarkan fakta 
mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyediakan 
penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus 
anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan 
penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya  paksa  dengan  berpedoman  
pada  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Anak 
Faktor-faktor yang menghambat peranan penyidik dalam penyidikan 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Sampang terdiri dari: Faktor 
perundang-undangan,  yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan  Anak belum 
mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan diversi oleh 
korban atau keluarga korban. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih 
terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara kualitas 
masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan 
perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor sarana dan prasarana yaitu 
masih terbatasnya sarana penyidikan anak. Faktor masyarakat, khususnya korban 
dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku 
tindak pidana tetap diproses secara hukum; Faktor kebudayaan, yaitu karakter 
personal pelaku dan korban serta kleluarganya yang tidak mendukung 
penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. Faktor yang paling 
dominan adalah faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban 
menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap 
diproses secara hukum. 
 
PENUTUP 
Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak disesuaikan dengan sistem peradilan pidana anak, dengan cara terus 
mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri 
pada perkembangan teknik diversi dalam perkara anak. Agar 
penyuluhan/sosialisasi mengenai diversi ditingkatkan kepada masyarakat luas, 
sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap diversi dan 
sebagai upaya untuk meminimalisasi penolakan diversi oleh masyarakat. Selain 
itu pelaku dan korban serta keluarga yang terlibat dalam tindak pidana 
mengedepankan akal sehat dan tujuan bersama untuk mencapai kesepakatan 
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